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ABSTRACT

The need for land drives the conversion of agricultural land from its
original agricultural use to non-agricultural use, both for business activities and
residences. This conversion becomes a problem when carried out on agricultural
land with high productivity which can reduce food production. The regulation on
land conversion set by the government, namely Sustainable Food Crop Land, has
not been effective in maintaining agricultural land, therefore the central government
issued a regulation on Protected Rice Field. The Protected Rice Field that has been
set in practice experiences various inconsistencies with the regional spatial plan
which has an impact on the licensing process. This study aims to determine how the
Protected Rice Field is in accordance with the Mojokerto Regency spatial plan, its
distribution, its impact on licensing, and efforts to resolve the inconsistencies
carried out in the Regency. This study is a mixed study with qualitative and
quantitative methods. The quantitative method is carried out with overlay analysis
to determine the inconsistencies, nearest neighbor analysis to determine the
distribution pattern and qualitative methods to answer the impact and efforts to
resolve the Protected Rice Field inconsistencies. The results of the study were
49.82% of Protected Rice Field did not comply with the spatial pattern plan and had
a clustered pattern of non-conformity distribution. The impact that affects licensing
is the need for recommendations for Protected Rice Field expenditure before
utilizing the land.
Keywords: Protected Rice Field, Spatial Planning, Geographical Information
System, Overlay
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari tanah sebagai tatanan
kehidupan (Yusuf 2016). Tanah merupakan unsur penting yang dibutuhkan
bagi manusia sebagai sumber daya dengan berbagai manfaat baik dipergunakan
untuk rumah tinggal maupun kegiatan perekonomian (Sudiro & Putra 2021).
Selaras dengan hal tersebut, peningkatan jumlah penduduk tiap tahunnya
mengakibatkan kebutuhan tanah akan selalu bertambah. (Ramadhani 2021).
Pertumbuhan penduduk akan diikuti pembangunan dimana pemenuhan

kebutuhan tanahnya dilakukan melalui alih fungsi lahan pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan perubahan fungsi dari suatu lahan
menjadi fungsi lainnya baik untuk infrastruktur, industri dan permukiman
(Hastuty 2017). Alih fungsi lahan sendiri merupakan peristiwa yang umum
terjadi, namun hal tersebut menjadi permasalahan ketika terjadi pada lahan
pertanian berproduktivitas tinggi (Kustiwan 1997; Subagiyo dkk. 020).
Perubahan fungsi lahan pertanian secara umum bersifat irreversible (Hafidah
dkk. 2017). Hal ini berarti bahwa lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi
non pertanian memiliki kemungkinan kecil dapat dikembalikan ke fungsi
semula. Kondisi tersebut merupakan ancaman terhadap ketahanan pangan
Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Data statistik mencatat
bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 278 juta, yang
kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 281 juta (BPS 2024).
Pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan pangan meningkat, namun
disisi lain kebutuhan pembangunan juga ikut meningkat. Hal tersebut
menyebabkan alih fungsi lahan pertanian adalah permasalahan urgen yang
memerlukan intervensi dari pemerintah dalam melakukan pengendaliannya

melalui regulasi.

Regulasi alih fungsi lahan yang ditetapkan pemerintah harus dapat

melindungi lahan pertanian agar berfungsi dengan baik, tetap stabil, tidak



menyempit, dan terjaga kesuburannya demi ketahanan pangan (Ikhwanto
2019). Upaya pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut dilaksanakan
melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). LP2B merupakan bidang lahan
pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara
konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan
kedaulatan pangan nasional. Amanat dari peraturan tersebut, LP2B
diimplementasikan melalui penetapan oleh masing-masing pemerintah daerah

yang termuat dalam peraturan daerah mengenai rencana tata ruang.

Pengendalian alih fungsi lahan pada perkembangannya kemudian kembali
diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian
Alih Fungsi Lahan Sawah. Peraturan ini bermaksud untuk mempercepat
penetapan lahan sawah yang dilindungi dalam rangka menjaga ketersediaan
lahan sawah. Penyusunan regulasi ini dilakukan pada pertimbangan bahwa
Undang-Undang LP2B yang telah diberlakukan masih belum terasa
dampaknya dalam mengendalikan alih fungsi lahan. Hal tersebut disebabkan
oleh beberapa kondisi diantaranya sebagian daerah belum menetapkan
peraturan daerah mengenai LP2B, dan sebagian daerah lainnya telah
menetapkan luas LP2B tetapi data spasial belum tersedia dengan baik (Dewinta
& Warlina 2014; Kusumastuti dkk. 2018). Memahami hal tersebut, pemerintah
pusat berinisiatif melakukan pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui

penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Penetapan LSD diatur dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang
/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1589 / SK-
HK.02.01/XI1/2021 yang menetapkan LSD di Provinsi Sumatera Barat,
Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur,
Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Kenyataan yang sering terjadi di lapangan,
LSD yang ditetapkan memiliki ketidaksesuaian terhadap rencana tata ruang
Kabupaten/Kota berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah ditetapkan oleh pemerintah



daerah. Rencana tata ruang sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang berfungsi sebagai
dasar pedoman pemanfaatan ruang. Perencanaan ruang kabupaten/kota telah
mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dilaksanakan
pada suatu wilayah dengan pertimbangan perkembangan wilayah dan
kelestarian lingkungan (Adianti 2020). Ketidaksesuaian antara LSD dengan
rencana tata ruang ini tentu akan berdampak dalam perizinan dalam

pemanfaatan ruang seperti yang terjadi di Kabupaten Mojokerto.

Kabupaten Mojokerto merupakan kabupaten yang memiliki potensi
dengan berbagai sektor perekonomian seperti pertanian, peternakan, industri
dan pariwisata. Kabupaten Mojokerto berjarak 50 km dari Kota Surabaya
sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur serta akses transportasi yang mudah
dengan adanya pembangunan jalan tol. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten
Mojokerto ini menjadi lokasi yang strategis secara geografis. Data statistik
menyatakan bahwa produk domestik regional bruto Kabupaten Mojokerto
didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan persentase yang
besar yakni 57% (BPS Kab. Mojokerto 2024). Berbagai faktor tersebut
menyebabkan Kabupaten Mojokerto memiliki potensi perkembangan wilayah

yang cukup pesat dan akan berdampak pada alih fungsi lahan pertanian.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam pengendalian alih
fungsi lahan pertanian telah dilakukan dengan adanya RTRW yang terintegrasi
dengan LP2B sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Mojokerto. Peraturan tersebut telah menetapkan kawasan peruntukan LP2B
yang dilengkapi dengan data spasial sebagai bagian dari RTRW. Kenyataan
yang terjadi, penetapan LSD di Kabupaten Mojokerto juga tidak sesuai dengan
rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan permasalahan
terhadap proses perizinan baik kegiatan nonberusaha maupun berusaha seperti
dalam investasi pada sektor industri dan perumahan. Terhambatnya proses

perizinan tersebut diakibatkan oleh penetapan LSD yang tidak sesuai dengan



tara ruang yakni terletak pada kawasan peruntukan nonpertanian seperti
pemukiman maupun industri. Perbedaan ketentuan tersebut mengakibatkan
tanah tidak dapat dengan mudah memperoleh Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (KKPR). Mempertimbangkan hal tersebut, penelitian ini
dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian LSD
terhadap rencana pola ruang, dampaknya terhadap perizinan dan tidak lanjut
penyelesaian dari ketidaksesuaian tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan
memanfaatkan Sistem Informasi Geografis untuk menganalisis dan

memetakan kesesuaian LSD terhadap rencana tata ruang.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, rumusan masalah

yang diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana
Pola Ruang di Kabupaten Mojokerto?

2. Bagaimana dampak ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi terhadap
perizinan di Kabupaten Mojokerto?

3. Bagaimana penyelesaian ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan

Rencana Pola Ruang di Kabupaten Mojokerto?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Mojokerto

2. Mengetahui dampak ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi terhadap
perizinan di Kabupaten Mojokerto?

3. Mengetahui penyelesaian ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi

dengan Rencana Pola Ruang di Kabupaten Mojokerto.



D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Keilmuan
Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi keilmuan dalam
meningkatkan pemahaman terkait permasalahan penetapan lahan sawah
dilindungi dengan tata ruang. Penelitian dapat bermanfaat sebagai referensi
yang menjelaskan bagaimana proses menganalisis kondisi ketidaksesuaian
LSD terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan, serta persebarannya.
Penelitian juga memaparkan dampak yang ditimbulkan akibat dari
ketidaksesuaian LSD dan rencana tata ruang tersebut terhadap kelancaran
proses perizinan dan bagaimana penyelesaian dari ketidaksesuaian tersebut
di Kabupaten Mojokerto.
2. Manfaat praktis

Penelitian dapat memberikan informasi kepada pemerintah sebagai pembuat
kebijakan untuk mengetahui bagaiamana kondisi ketidaksesuaian LSD
dengan rencana pola ruang yang terjadi di Kabupaten Mojokerto. sebagai
pembuat kebijakan dalam mengetahui kesesuaian penetapan LSD terhadap
tata ruang yang berlaku di Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini juga dapat
membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait syarat, ketentuan
prosedur pengurusan perizinan pemanfaatan ruang dalam wilayah LSD
yang dapat dipertimbangkan untuk diperbolehkan pengeluarannya dan yang
tidak diperbolehkan. Hal ini juga memberikan pengetahuan bagaimana

tahapan proses pengurusan tersebut dapat dilakukan.



BAB VIII
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. a. Luas LSD di Kabupaten Mojokerto sebesar 37081,2 ha dari 96683,04 ha
wilayah kabupaten atau memiliki persentase sebesar 38,35 %. Luas LSD
terbesar terletak di Kecamatan Dawarblandong yakni 3524,54 ha dan
Kecamatan Trawas yakni 738,4 ha.

b. Rencana tata ruang di Kabupaten Mojokerto berdasarkan pada Peraturan
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012. Terdapat 12
peruntukan ruang, dengan peruntukan ruang terbesar adalah LP2B
dengan persentase 40,61% dan peruntukan terkecil adalah hutan lindung

dengan 0,04 %.

c. Tingkat Kesesuaian dari LSD dengan RTRW adalah sebesar 50,18 %,
dengan persentase tidak sesuai sebesar 49,82%. Pola Persebaran dari
ketidaksesuaian LSD dengan RTRW adalah mengelompok dengan 4
ketidaksesuaian tinggi 4 kecamatan, menengah 9 kecamatan, dan rendah

5 kecamatan. Sedangkan persentase kesesuaian keseluruhan RTRW

dengan LSD sebesar 72,42% dan 27,58% tidak sesuai.

2. a. Dampak ketidaksesuaian terhadap perizinan adalah setiap perizinan yang
berada di lokasi LSD wajib menunggu rekomendasi pengeluaran LSD
sebelum dapat memanfaatkan tanahnya. Jumlah PTP non-UMK yang
terdampak LSD pada tahun 2022-2023 adalah sebanyak 50 permohonan.
Selain itu, LSD juga menghambat realisasi target investasi Kabupaten
Mojokerto

3. a. Penyelesaian yang dilakukan melalui permohonan rekomendasi
pengeluaran LSD dilakukan secara pribadi oleh pemohon secara langsung
kepada Kementerian ATR/BPN khususnya Direktorat Pengendalian dan
Penertiban Tanah dan Ruang.

b. Penyelesaian yang dilakukan melalui verifikasi aktual penyelesaian LSD

58



dilaksakanan dengan cara pengumpulan kolektif permohonan dari
masyarakat yang terdampak LSD, selain itu juga terdapat koreksi pada
koreksi pada beberapa titik .

c. Revisi tata ruang dilaksakanan untuk menyesuaikan dengan LSD yang
ditetapkan. Permasalahan yang terjadi sedang dilakukan penyesuaian

dengan RTRW provinsi yang baru ditetapkan.

B. Saran

1.

Bagi Kementerian ATR/BPN, diperlukan suatu standar pelayanan dalam
rangka permohonan penyelesaian ketidaksesuaian LSD. Hal ini penting
dilakukan demi kepastian dari segi proses, waktu, ketentuan dari
rekomendasi pengeluaran LSD. Standar pelayanan tersebut dapat dilakukan

dengan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan di tingkat Kabupaten/Kota

. Bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat berkoordinasi dalam proses

revisi tata ruang baik dengan Kementerian ATR/BPN maupun Pemerintah
Provinsi Jawa Timur sehingga dapat segera memberikan kepastian tata

ruang bagi masyarakat .

. Bagi Pemerintah pusat dan daerah perlu adanya suatu rencana perlindungan

lahan sawah dilindungi yang berkolaborasi antar lintas sektor, sehingga
dapat menekan laju alih fungsi lahan. Penekanan laju alih fungsi lahan tidak
hanya dapat dilakukan melalui peraturan yang membatasi perubahan alih
fungsi namun juga perlu didukung dengan pemberian insentif bagi sawah
yang terkena LSD, perbaikan tata kelola pertanian, maupun upaya inovasi

lainnya demi ketahanan pangan nasional.
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